
     

BUPATI MADIUN  

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 33 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN 

DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MADIUN, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan  pasal 99 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan 

pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan 

kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati 

menetapkan tata cara pengalokasian, penyaluran dan 

pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang tata cara pengalokasian, penyaluran 

dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan   Daerah; 

4. Undang - Undang Nomor  28 Tahun 2009  tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

5. Undang- Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang 

Desa; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  43 Tahun 2014 

tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang perubahan kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

11. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  111  

Tahun  2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 

Desa ; 

12. Peraturan   Menteri Dalam Negeri  Nomor  20  

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

13. Peraturan Daerah  Kabupaten  Madiun  Nomor 1 

Tahun  2015 tentang Desa, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan 

kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa: 

14. Peraturan  Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  

PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN 

DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH  PEMERINTAH KABUPATEN 

MADIUN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; 

3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten 

Madiun.  
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4. Bupati adalah Bupati Madiun. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten Madiun. 

6. Desa adalah desa  atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat dan hak asal usul dan/atau hak tradisional  yang 

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik   Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain  

yang selanjutnya disebut BPD adalah  lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk 

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 

demokratis. 

10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, 

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.  

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 

BPD.  

12. Keuangan Desa adalah  semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

13. Pajak Daerah,  yang selanjutnya disebut Pajak,  adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 
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15. Pagu definitif adalah alokasi anggaran yang telah ditetapkan dengan 

peraturan bupati dan / atau  keputusan bupati 

16. Realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah penerimaan pajak yang 

telah diakui sebagai pendapatan dalam satu tahun anggaran 

17. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah  penerimaan retribusi 

yang telah diakui sebagai pendapatan dalam satu tahun anggaran 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa 

adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

19. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang yang ditentukan oleh 

Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 

seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 

yang ditetapkan. 

21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 

desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa. 

22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa 

melalui rekening kas desa. 

23. Pendapatan desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

24. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

25. Pembinaan dan Pengawasan yang dimaksud adalah pembinaan dan 

pengawasan oleh Bupati dan Camat secara structural. 

26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. 

27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 
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BAB  II 

DASAR PENGALOKASIAN  

Pasal  2 

 

(1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola 

berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai 

perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi 

penerimaan hasil  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 

berjalan.  

(2) Perencanaan pengalokasian bagian dari Pajak daerah dan retribusi 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 

perhitungan realisasi  2 (dua) tahun sebelumnya (n-2). 

(3) Dalam hal terdapat selisih lebih atau kurang atas realisasi penerimaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per  31 Desember tahun berjalan, 

maka diperhitungkan pada tahun berikutnya.  

(4) Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada tahun berjalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 

Bupati. 

(5) Pengalokasian lebih atau kurang salur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 4 

 

(6) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dilakukan berdasarkan  ketentuan : 

a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh 

desa; dan 
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b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional 

berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi 

dari desa masing-masing. 

 

BAB III 

PENGGUNAAN  

Pasal 5 

 

(1) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan 

untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat  Desa dan pembinaan kemasyarakatan. 

(2) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk fasilitasi 

pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. 

(3) Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil 

musyawarah desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-

undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa. 

 

BAB IV 

PENYALURAN  

Pasal   6 

 

(1) Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dilakukan apabila Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa sudah ditetapkan dan diundangkan. 

(2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah 

Daerah  kepada Pemerintah Desa. 

(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. 

 

Pasal   7 

 

(1) Penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan melalui transfer 

kepada Bank yang ditunjuk dalam 2 (dua) tahap yang terpisah yaitu : 

a. Tahap I, Penyaluran Bagian Hasil dari Pajak Daerah pada bulan 

Oktober sebesar 100% (Seratus Perseratus) yang telah 

ditetapkan; dan 
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b. Tahap II, Penyaluran Bagian Hasil dari Retribusi Daerah pada 

bulan November sebesar 100% (Seratus Perseratus) yang telah 

ditetapkan 

(2) Dalam hal terdapat kekeliruan penghitungan lebih/kurang salur dana 

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

penyaluran dapat dilakukan lebih dari tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal  8 

 

Penyaluran dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7  ayat (1) dilaksanakan setelah  

penetapan Pagu Definitif dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bersamaan dengan penyaluran lebih/kurang salur  

pada masing-masing Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.  

 

Pasal 9 

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagian hasil 

dari pajak daerah dan retribusi daerah dari RKUD sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Kepala Desa bertanggungjawab secara penuh atas kebenaran permohonan 

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Camat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan bekas permohonan 

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar 

pertimbangan Camat memberikan rekomendasi untuk permohonan 

penyaluran kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa untuk di periksa kelengkapannya, dan selanjutnya 

diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 

(5) Pengajuan Penyaluran Bagian Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah  dengan melampirkan : 

a. Pakta Integritas yang ditanda tangani oleh Kepala Desa masing-

masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ; 

b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa masing-

masing rangkap 3 (tiga) dengan yang asli bermaterai ; 

c. Surat Pernyataan kepala Desa yang menyatakan bahwa Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan 
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Retribusi Daerah telah selesai 100% masing-masing rangkap 3 

(tiga) dengan yang asli bermaterai; 

d. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Bendahara Desa 

rangkap 3 (tiga); 

e. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) ; 

f. Foto Copy rekening kas Desa rangkap 3 (tiga) ;dan 

g. Laporan realisasi tahun sebelumnya rangkap 3 (tiga) dengan 

penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).  

(6) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami 

keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah  seluruh persyaratan 

terpenuhi. 

(7) Bagi Desa yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) maka desa yang bersangkutan tidak dapat 

memproses penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

 

Pasal 10 

 
Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9, Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan pengecekan berkas 

kelengkapan pengajuan usulan sesuai dengan peraturan perundangan.  

 

Pasal 11 

 
Penyaluran dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari RKUD ke Rekening Kas 

Desa, sesuai dengan bulan pentahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7 ayat (1). 

 

BAB V 

PENCAIRAN  

Pasal 12 

 
(1) Bagi Desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) pencairan 

dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  pada tahun 

sebelumnya, maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses 

pencairan Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  untuk tahun 

berjalan. 
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(2) Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan 

APBDes sebagai dasar rekomendasi pencairan dana Bagian dari hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas Desa. 

(3) Camat berwenang untuk memberikan rekomendasi pencairan dana 

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing 

desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

(2) setelah Desa memenuhi mekanisme dan persyaratan pencairan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5)  

(4) Bagi desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat 

memenuhi persyaratan penyaluran yang ditetapkan maka alokasi dana 

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  tetap  berada  di 

Rekening Kas Umum Daerah. 

 

Pasal 13 

 

(1) Pencairan dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

dari Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa atau pejabat 

yang berwenang dan Bendahara Desa dengan membawa surat 

rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3). 

(2) Bendahara Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf  

urusan keuangan atau Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan 

Kepala Desa. 

(3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka 

rekening atas nama Kas Desa pada Bank yang ditunjuk. 

 
 

BAB VI 
PENGELOLAAN 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

yang bersumber dari  Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik desa yang dipisahkan serta bertanggung jawab penuh atas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa      

1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

31 Desember tahun berjalan. 
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Pasal 15 

 
(1) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana Bagian dari Hasil Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dicatat dalam Buku Kas Umum dan 

Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. 

(2) Bendahara Desa menyusun laporan pertanggung-jawaban keuangan 

dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

BAB VII 

LAPORAN 

Pasal 16 

 
(1) Kepala Desa wajib membuat laporan pengelolaan dan penggunaan 

dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi  : 

a. dana yang diterima dan penggunaannya; 

b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; 

c. masalah yang dihadapi; dan 

d. hasil akhir penggunaan dana dari Bagian dari hasil Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Camat pada setiap tahap penyaluran. 

(4) Camat menghimpun laporan realisasi pelaksanaan Bagian hasil dari 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  dari masing-masing desa dan 

menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa. 

 

Pasal 17 

 

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Bupati dapat menunda 

penyaluran dana  Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai 

dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana Bagian dari hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
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BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bagian dari 

Hasil Pajak dan Retribusi daerah dilaksanakan oleh: 

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 

b. Badan Pendapatan Daerah 

c. Inspektorat 

d. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

e. Camat 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi 

 

BAB IX 

LAIN-LAIN 

Pasal 19 

 

(1) Dana  bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang 

sudah ditransfer ke rekening kas desa namun dalam pelaksanaannya 

terdapat sisa atau belum dilaksanakan atau belum dapat 

diselesaikan, menjadi SILPA APBDesa yang bersangkutan. 

(2) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk 

menyelesaikan kegiatan yang belum selesai atau belum dapat 

dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya dan menunjang 

kegiatan lainnya. 

(3) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

belum tersalurkan dikarenakan belum adanya usulan dari Pemerintah 

Desa menjadi SILPA Kabupaten Madiun. 
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Pasal 20 

 

Bagi Desa yang sampai habis tahun anggaran yang direncanakan belum 

bisa menyusun APB Desa dan belum melakukan proses salur, maka alokasi 

dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berada di  

Kas Daerah dan menjadi SILPA Daerah. 

 

BAB X 

PENUTUP 

Pasal 21 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun 

Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagian dari Hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun  dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal     22 

 

Ketentuan mengenai format atau bentuk : 

a. surat rekomendasi Camat; 

b. surat permohonan penyaluran; 

c. pakta integritas Kepala Desa; 

d. surat pertanggungjawaban Kepala Desa; 

e. surat pernyataan SPJ 100%; dan 

f. laporan realisasi penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 
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Pasal 23 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan   

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 

           Ditetapkan di Madiun 

           Pada tanggal 10 Agustus 2020 

          

                  

 

 

 

Diundangkan di Madiun 

pada tanggal 10 Agustus 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MADIUN, 

ttd 

     TONTRO PAHLAWANTO 

         
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 33 

Kepala Bagian Hukum  

 

SALINAN 

     Sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

ALIF MARGIANTO 
NIP. 197805252002121006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI MADIUN, 
 

 
ttd. 

AHMAD DAWAMI  RAGIL SAPUTRO 
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TATA NASKAH DINAS 
PERSYARATAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
 

a. Format Surat Rekomendasi Camat 

 

Kop Kecamatan 
------contoh------ 

 

    
   Nama kecamatan, tgl-bulan-tahun 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

Menindaklanjuti surat kepala Desa .............. Kecamatan 
.......... Kabupaten Madiun tanggal tgl-bln-th, nomor 
900/....../......./......, perihal permohonan penyaluran Dana Belanja 
Bantuan Keuangan kepada Desa dari Bagian Hasil Pajak Daerah 
atau Retribusi Daerah (pilih salah satu), sebesar 
RP.........(terbilang nominal sesuai Pagu difinitif dalam SK 
Bupati) kepada Desa ............Kecamatan ..........di Kabupaten 
Madiun  pada kode rekening (pilih salah satu kodenya saja Pajak 
Daerah: 5.1.6.03.....atau Retribusi Daerah: 5.1.05....) dengan 
rekening (No. Rek. Giro Desa 10 digit angka). 
 Dengan ini kami memberikan rekomendasi permohonan 
penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah atau Retribusi Daerah 
(pilih Salah Satu) Tahun Anggaran........ dengan pertimbangan 
laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak daerah atau 
Retribusi Daerah tahun sebelumnya dari Desa..... 
 Demikian untuk menjadi periksa dan mendapatkan 
keputusan. 

       

Kecamatan....... 
      CAMAT 

 
 

   
NAMA CAMAT  

PANGKAT 
NIP  

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN 
   NOMOR    :  33  TAHUN 2020 

 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN,     

          PENYALURAN DAN   
          PENGELOLAAN DANA BAGIAN   

          DARI  HASIL PAJAK  DAERAH    
          DAN RETRIBUSI DAERAH 

                                    PEMERINTAH KABUPATEN   
MADIUN 

                       

Nomor  : 900/...../402.----/20... 

Sifat        : Penting 
Lampiran  : 1 (satu) bendel 

Perihal : Rekomendasi Penyaluran  
                       Bantuan Keuangan dari  

                       Bagi Hasil Pajak atau  
                       Retribusi Daerah  

                       (pilih salah satu) Tahun 

                       Anggaran...... 
 

Kepada 
Yth. Bupati Madiun 
        Melalui Dinas Pemberdayaan   

        Masyarakat dan Desa  
 

 
        di- 

                  MADIUN  
 

Stempel 
Kecamatan 
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b. Format permohonan penyaluran oleh Kepala Desa 

 

 

Kop Desa 
------contoh------ 

 

             
Nama Desa, tgl-bulan-tahun 

 
c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor.........  

perihal pengalokasian Dana bagian hasil Pajak Daerah atau 

Retribusi Daerah (pilih salah satu)  Tahun Anggaran ........ 

dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana 

Bagian Hasil Pajak Daerah atau Retribusi Daerah Tahun 

Anggaran ......, sebesar RP............(terbilang nominal sesuai 

Pagu difinitif dalam SK Bupati ) kepada Desa 

............Kecamatan ..........di Kabupaten Madiun pada kode 

rekening (pilih salah satu kodenya saja Pajak Daerah: 

5.1.6.03.....atau Retribusi Daerah: 5.1.05....) dengan 

rekening ...... (No. Rek. Giro Desa 10 digit angka). 

 Sebagai kelengkapan permohonan ini terlampir 

disampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil 

Pajak daerah atau Retribusi Daerah tahun sebelumnya dari 

Desa..... 

 Demikian untuk menjadi periksa dan mendapatkan 

keputusan 

 

       DESA....... 

       KEPALA DESA 

 

   

                                                               

 

Nomor  : .......... 

Sifat        : Penting 

Lampiran  : 1 (satu) bendel 

Perihal : Permohonan Penyaluran  

                        Bantuan Keuangan dari  

                        Bagi Hasil Pajak atau  

                        Retribusi Daerah  

                        (pilih salah satu) Tahun   

                        Anggaran...... 

Kepada 

Yth. Bupati Madiun 

       Melalui Camat....... 

 
        di- 

                  MADIUN  
 

Stempel  
 
NAMA KEPALA DESA 

2 
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c. Format Pakta integritas Kepala Desa  

 

 

Kop Desa 
------contoh------ 

 

 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama : Nama lengkap Kepala Desa 

Alamat : Alamat lengkap Kepala Desa 

Jabatan : Kepala Desa.......Kecamatan......Kabupaten Madiun 

 

 Dalam rangka pelaksanaan Belanja Bagi Hasil kepada Desa dari (pilih 

salah satu Pajak Daerah atau Retribusi daerah) Tahun Anggaran...... 

kepada Desa .......Kecamatan..........di kabupaten Madiun kode rekening 

(pilih salah satu kodenya saja Pajak Daerah: 5.1.6.03.....atau Retribusi 

Daerah: 5.1.05....) sebesar Rp............,- (terbilang pagu definif 1 tahun 

sesuai SK Bupati), dengan ini menyatakan bahwa saya: 

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

2. Bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penyaluran 

dana yang telah kami lakukan; 

3. Menghimpun bukti-bukti administrasi yang dibutuhkan sesuai 

ketentuan yang berlaku seperti surat permohonan penyaluran dan 

fotokopi bukti pentransferan beserta kelengkapannya. 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.  

 

DESA....... 

       KEPALA DESA 

 

   

                                                                                                                                                          

NAMA KEPALA DESA 

 

 

 

Stempel  
 

Materai 

6000 

3 
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   Stempel 

Materai 

6000 

 

d. Format surat pernyataan tanggung jawab kepala Desa 

 

 
 

Kop Desa 
------contoh------ 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Nama lengkap Kepala Desa 

Alamat : Alamat lengkap Kepala Desa 

Jabatan : Kepala Desa.......Kecamatan......Kabupaten Madiun 

Dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Saya bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas 

penyaluran pada kegiatan Belanja Bantuan Keuangan dari Bagian 

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran.......kepada 

Desa.....Kecamatan......di Kabupaten Madiun kode rekening (pilih 

salah satu kodenya saja Pajak Daerah: 5.1.6.03.....atau Retribusi 

Daerah: 5.1.05....) sebesar Rp............,- (terbilang pagu definif 1 

tahun sesuai SK Bupati) sesuai permohonan penyaluran 

Nomor:......./......./....../2020 tanggal tgl-bln-th;  

2. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan penyaluran dana telah 

diperiksa dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

akan bertanggungjawab atas kebenaran dokumen yang kami 

sampaikan kepada Bupati Madiun melalui Camat; 

3. Sanggup menghimpun bukti-bukti penyaluran dana tersebut disimpan 

sesuai ketentuan yang berlaku, serta akan disampaikan  kepada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kelengkapan 

administrasi pemeriksaan aparat fungsional; 

4. Segala pengeluaranyang mengakibatkan kerugian negara dan 

tindakan melawan hukum menjadi tanggungjawab 

Desa.........Kecamatan..............Kabupaten Madiun. 

 
Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini dibuat dengan sebenarnya. 

DESA....... 

       KEPALA DESA 

 

 

                                                                

 NAMA KEPALA DESA 

 

 

 

4 
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e. Format Surat penyataan SPJ selesai 100% 

 

Kop Desa 
  ----contoh------ 

 
 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama : Nama lengkap Kepala Desa 

Alamat : Alamat lengkap Kepala Desa 

Jabatan : Kepala Desa.......Kecamatan......Kabupaten Madiun 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Kegiatan dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) dari Dana Belanja 

Bantuan Keuangan kepada Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Desa........... Kecamatan........Tahun Anggaran  ...... 

(satu tahun sebelumnya)telah selesai 100% 

2. Kebenaran substansi Surat pertanggungjawaban (SPJ) dari Dana Belanja 

Bantuan Keuangan kepada Desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah Desa........... Kecamatan........Tahun Anggaran  ...... 

(satu tahun sebelumnya) dan kesesuaian dengan realisasi menjadi 

tanggungjawab Desa........... kecamatan.........kabupaten Madiun. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

 

DESA....... 

         KEPALA DESA 

 

   

                                                                             

 NAMA KEPALA DESA 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Stempel 
 

Materai 

6000 

5 
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f. Format Laporan Realisasi penggunaan dana bagian hasil Pajak dan 

Retribusi Daerah 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH 
DESA XXXXX 

TAHUN ANGGARAN XXXX 

 

Sumberdana : 

 

PBH  Penerimaan Bagi 
Hasil Pajak Retribusi 

Daerah 

  

 

Realisasi s.d Tgl/Bln/Th 

KODE REK URAIAN 
ANGGARAN 

( Rp ) 
REALISASI

( Rp ) 

LEBIH/ 

(KURANG)   

( Rp ) 

1 2 3 4 5 

4 PENDAPATAN 

Pendapatan Transfer 
Bagi Hasil Pajak dan 

Retribusi 

      

4.2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

4.2.2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

  JUMLAH PENDAPATAN xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

5 BELANJA       

01 BIDANG ........................ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

01,0x Sub Bidang................. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

01.0x.0x. Nama Kegiatan........... xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

5.2. Belanja Barang dan Jasa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

5.2.1. Belanja Barang ....... xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

5.2.1.xx. Belanja (Rincian Nama Barang ) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

5.2.1.xx. Belanja (Rincian Nama Barang ) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 

xxxxxx Dst xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

   
JUMLAH BELANJA 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

          

   

SURPLUS/DEFISIT 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

   
SISA LEBIH / (KURANG) 

PERHITUNGAN ANGGARAN 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 

DESA.......,Tgl-Bln-Thn 

         KEPALA DESA 

 

   

                                                                             NAMA 

     

 NAMA KEPALA DESA 

      

BUPATI MADIUN, 

 

          ttd 

               AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 

 

 

Stempel Desa 
 

6 
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Diundangkan di Madiun 

pada tanggal 10 Agustus 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MADIUN, 

ttd 

     TONTRO PAHLAWANTO 

         
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 33 

 

Kepala Bagian Hukum  
SALINAN 

     Sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd. 

ALIF MARGIANTO 

NIP. 197805252002121006 
 

7 


